LAPORAN/ JUMAT, 08 DESEMBER  2023/ 16.00 WITA /RISKA 

Izin Terkendala, Oknum Penegak Hukum Diduga Minta 1.8 M ke Pengusaha Tambang
PENYIAR : Akibat terkendala proses izin yang belum Rampung, Pengusaha tambang di Kabupaten Buleleng diduga diminta menyiapakan dana 1.8 Miliar oleh Oknum Penegak Hukum untuk menyelesaiakan perkara sang anak// // 
----------------------------------------------LAPORAN-------------------------------------------- 
“Bagaimana hati saya sebagai seorang ibu tidak hancur, melihat anaknya depresi, anak saya dipresi karena melihat orang tuanya dimintai uang sebesar 1.8 miliar oleh oknum”

KBRN, Singaraja : Inilah jeritan hati seorang ibu, Nunuk  Purwandari yang mendapati fakta anaknya, Leviana Adriningtyas selaku Direktur PT Sancaka Mitra Jaya ditetapkan sebagai tersangka sejak 18 November 2023. Nunuk dalam sesi wawancara usai audiensi bersama DPRD Buleleng Kamis siang mengaku diminta untuk menyiapkan uang sejumlah 1.8 Miliar Rupiah oleh oknum Ditreskrimsus Polda Bali. Lebih lanjut Nunuk menyebut oknum tersebut meminta sejumlah uang untuk menyelesaikan kasus yang menjerat sang anak. Akibat dugaan pemerasan ini, diakuinya, kini Leviana tengah mengalami depresi. 
“Bagaimana hati saya sebagai seorang ibu tidak hancur, melihat anaknya depresi, anak saya dipresi karena melihat orang tuanya dimintai uang sebesar 1.8 miliar dalam waktu singkat oleh oknum, kami disuruh ngutang utuk membayar uang itu, bagaimana kami bisa memenuhi permintaan uang itu, oknum dari oknum Ditreskrimsus Polda Bali,” kata Nunuk Purwandari.

Kasus ini bermula karena adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan / atau kegiatan usaha pertambangan tanpa ijin yang diduga terjadi di proyek senderan pantai lima Pererenan Badung. Disisi lain, Nunuk mengatakan telah mengurus izin namun karena regulasi yang berubah, pengurusan izin tidak dapat dilanjutkan. 

“dugaan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah dan / atau kegiatan usaha pertambangan tanpa ijin yang diduga terjadi di proyek senderan pantai lima Pererenan Badung, tetapi itu tidak terbukti, anak saya mengguna BBM Industri, pajak kami sejak berdiri kami adalah pembayar pajak terbaik,”Lanjutnya

Sementara itu, Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gema Nusantara, Antonius Sanjaya Kiabeni melihat kasus ini terjadi bukan kesalahan dari penambang melainkan karena adanya kekosongan hukum dan regulasi perizinan. 
“persoalan penangkapan ini kan karena Izin, di UU omnibuslaw tidak samapi ditahan, ini kan karena adanya kekosongan, ini kan bukan kesalahan penambang hanya saja perlu didorong untuk penerbitan RDTR,” Kata Antonius Sanjaya Kiabeni.
Kiabeni lebih lanjut mendorong pemerintah untuk segera menuntaskan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar tidak ada lagi penambang yang menjadi korban akibat proses perijinan yang belum rampung. Selain itu Kiabeni juga mengingatkan untuk menindak tegas oknum penegak hukum yang masih melakukan praktik pungutan liar atau Pungli. 

